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KATA PENGANTAR

Diktat ini disusun untuk kebutuhan mengajar Hukum Internasional. Materi pengajaran
mengunakan system pengajaran EDCL (Explanation, Demonstration, Collaboration, and
Learning by Teaching). Explanation atau diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah penjelasan
merupakan proses dimana dosen menjelaskan mengenai teori dan konsep yang diajarkan
beserta contoh-contohnya. Selanjutnya setelah sesi “penjelasan”selesai maka ada sesi tanya
jawab dimana dosen bisa bertanya kemudian mahasiswa menjawabnya atau sebaliknya. Sesi
ini merupakan sesi Demonstration dimana mahasiswa menunjukan kecakapannya atas materi
yang diberikan melalui kemampuan menjawab dan/atau kekeritisannya bertanya. Pada sesi
tertentu, mahasiswa diminta untuk melakukan kerja kelompok untuk menilai keterampilan
mereka bekerja sama dengan pihak lain. Inilah yang disebut dengan sesi collaboration.
Terakhir setelah mahasiswa memiliki keterampilan berkolaborasi, maka mereka akan diminta
untuk memberikan materi singkat mengajar topik yang mereka kuasai sebagai bagian dari
metode learning by teaching, karena seindah-indah belajar adalah mengajarkannya kembali.

Pada sesi belajar kelompok, mahasiswa akan ditantang dengan kasus realita yang ada di
lapangan untuk dikaji lebih lanjut. Pada kasus tersebut, kemampuan mereka menganalisa
merupakan kunci dari keberhasilan pembelajaran ini. Mata kuliah ini memberikan
pemahaman mendasar kepada mahasiswa perihal Hukum Internasional khusuusnya
mengenai teori, prinsip dan mekanisme dalam hukum internasional khususnya fondasi dari
asas-asas hukum adat. Materi mengenai Keradaan adat istiadat di Indonesia, Masyarakat
Hukum Adat, Delik Adat, Hukum Perkawinan Adat, Hukum Perikatan Adat, Sistem Hukum
Adat dan Hukum Adat sebagai Pendamping Hukum Nasional.

Mata Kuliah Hukum dan Ham dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester 7.
Sebanyak 16 kali pertemuan terdiri dari 14 kali tatap muka dan 2x evaluasi pada pertemuan
ke 8 dan ke 16. Quiz dilaksanakan pada pertemuan ke 5 dan ke 11 bersamaan dengan
penyampaian materi. Dan 2x tugas terstruktur yang pengumpulannya pada saat pelaksanaan
UTS dan UAS.

Capaian Pembelajaran untuk mengukur Keluasan dan Kedalaman Bahan Kajian, dilakukan
dengan pembedaan kompetensi, berdasarkan Kompetensi Kognitif yang merupakan
penguasaan pengetahuan terdiri dari 9x pertemuan, Kompetensi Afektif terdiri dari 3x
pertemuan dan Kompetensi Psikomotorik sebanyak 2x pertemuan yang merupakan
kemampuan memformulasikan penyelesaian masalah dikombinasikan dengan kegiatan
langsung atau studi lapangan dan/atau kasus yang ada selama 3-5x pertemuan sesuai dengan
ketentuan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Bekasi, 5 Februari 2022

Dosen Pengampu Mata Kuliah Asas-Asas Hukum Adat
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MATERI PEMBELAJARAN

1. KEBERADAAN ADAT-ISTIADAT ID INDONESIA

HUKUM ADAT

3AGIAN 1
PENJELASAN MENGENAI
PERKULIAHAN

MEKANISME TUGAS

Nilai tugas muncul 4 pada sistem, tetapi tugas diberikan lebih
dari itu untuk membantu penambahan nilai

Batas pengumpulan tugas sampai dengan SATU BULAN
sebelum UAS

Kecuali tugas tersebut adalah sebagai penganti absensi
kehadiran pada hari itu maka ybs harus menggumpulkan tugas
pada hari tersebut.

Pembagian kelompok 7 kelompok untuk penulisan tugas
materi setiap kali pertemuan. (Pembagian kelompok di akhir
kegiatan).

SESI 1

MATERI PERKULIAHAN

PENDAHULUAN

PENJELASAN MENGENAI PERKULIAHAN
* MATERI PERKULIAHAN
ABSENSI

MEKANISME PERKULIAHAN

16 kall pertemusn
2kali test uas dan uts)

uruhan perkulishan 70% otomatis € pada

Ujian UTS bersifa teorts dan UAS bersifat analitis

i selebihya bisa dengan
mekanisme pemberian tugas.
3k tidak dapat hadir maka dapat menginfokan dosen ybs.

bisa membanty

Diselingi dengan Bahasa Inggrs.

Mekanisme ujian

UTS dilakukan dengan mekanisme TERTUTUP artinya tidak diizinkan
untuk membuka berbagai sumber (buku, internet, dll) dalam
menjawab soal.

+ UAS dilakukan dengan mekanisme TERBUKA artisnya mahasiswa
dilzinkan untuk membuka sumber dalam menjawab soal.
DILARANG KERAS MENCONTEK dan MENJIPLAK JAWABAN. Jika
ditemukan bukti demikian jawaban akan bernilai 0.

 Tidak ada mekanisme perbaikan bagi mereka yang ditemukan
jawabannya mencotek dan menjiplak (dari website atau dari
temannya)

* Mekanisme perbaikan hanya diberikan bagi yang memang kurang
memahami. Masa waktu perbaikan hanya sebulan, selebihnya tidak
ada masa perbaikan karena system harus dikunci dan yang
membuka hanya WAREK.

Pertanyaan

Kenapa kita mempelajari hukum adat?




Jawaban

Karena hukum adat adalah bagian dari sistem hukum
Indonesia.

Kenapa bagiandari sistem hukum Indonesia?

PEMBAHASAN

PERISTILAHAN
ADAT ISTIADAT DI Indonesia

JAWABAN

Adat dipertahankan dengan cara bentuk sanksi bagi
pelanggarnya.

Dipertahankan karena merupakan bentuk sikap kebudayaan.

Jawaban

* Adat > sikap
Istiadat - budaya yang diturunkan

Jawaban

* Karena Indonesia terdiri dari berbagai etnis. Ada 300 etnis dan
1300 suku.

ISTILAH ADAT

* ARAB -> KEBIASAAN
Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus
menerus dilakukan dengan cara tertentu.
Unsur-unsur Adat:
Adanya tingkah laku seseorang
Di lakukan terus menerus
Adanya dimensi waktu
Diikuti oleh orang lain

Bagaimana adat dipertahankan?

Kenapa dipertahankan?

PERTANYAAN

Apa beda adat dengan istiadat? Atau keduanya sama?

ISTILAH HUKUM ADAT

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah
oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul De
Atjehers menyebutkan istilah hukum adat sebagai Bladat recht’
Bahasa Belanda yaitu untuk memberi nama pada satu sistem
pengendalian sosial Bsocial control® yang hidup dalam
Masyarakat Indonesia.
Dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang
dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hind jEmyvmyvrye
@sebelum menjadi Indonesiall. Hukum AdJtaaararraars
yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian
besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam
pegaulan hidup.

* Pendapat ahli Indonesia?




Adat dan Hukum Adat

* Apa perbedaannya?

CORAK HUKUM ADAT DI
INDONESIA

RELIGIUS MAGIS

KOMUNAL ATAU KEMASYARAKATAN
DEMOKRASI

KONTAN DAN TUNAI

KONGKRIT

BERIKAN SATU CONTOH HUKUM ADAT YANG
MENGAMBARKAN DEMIKIAN!

CIRI-CIRI HUKUM ADAT

Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak
dikodifikasi,
Tidak tersusun secara sistematis,

C. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan,

D. Tidak teratur,

E. Keputusannya tidak memakai konsideran

F. Pasal-pasal tidak si dan tidak

penjelasan

SEPERTI APA CORAK HUKUM ADAT DI INDONESIA?

ABSENSI




2. SEJARAH HUKUM ADAT DI INDONESIA

Mengulang
_—
Untuk berbicara sejarah hukum adat maka harus meninjau pengertian
hukum adat dan unsur-unsurnya serta corak hukum adat di Inodnesia.
Apa Pengertian hukum adat?
Dari pengertian itulah diterjemahkan unsur-unsur hukum adat

SEJARAH HUKUM ADAT DI
INDONESIA

Istilah Unsur-Unsur Hukum Adat

— —
Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaity
hukum yang tidak bersumber pada p yang dibuat oleh unsur-unsur hukum adat
pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainya yang menjadi . "
sendinya dan yang diadakan sendiri oleh intah Hindia.
Hazairin menyebutkan hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam
masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusialaan yang kebenarannya telah
mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

Soeroyo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suaty kompleks norma-
norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang berkembang
serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan
sehari -hari dalam masyarakat, sebagaian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati
dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum sanksi.

Unsur Hukum Adat-Kluster Diskusi
— —
Unsur Kenyataan Bagaimana dengan contoh corak hukum adat di Indonesia?

Unsur psikologis Kenapa bercorak demikian?

Jawab Sejarah Hukum Adat di Indonesia
— (_—
Corak demikian karena berhubungan dengan sejarah di Indonesia. Sebelum Kemerdekaan
Setelah Kemerdekaan




Sejarah Singkat-Periode Awal

Sejarah Singkat

Akulturasi

Bukti Hukum Adat di Indonesia

Masuknya VOC

akhirnya sampai pada suatu

masih ada hukum adat yang hidup.

i tanah Batak)

Lini masa

Bukti Hukum Adat di Indonesia

Bukti Hukum Adat Indonesia

ada zaman Hindu, Raja Dhar, ngsa dari Jawa
kitabnya yang
1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit, membuat kitab
but Kitab Gajah Mada
1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab

* Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava

Bukti Hukum Adat di Indonesia

e

Kodifikasi




Pembaharuan

* Keputusan Raad van Justitie terscbut menunjukkan adanya
pemak
kriteria adat, yan

hukum adat khus

Sejarah Hukum Adat Zaman Belanda

a. Zaman Daendels

b. Zaman Raffles

c. Zaman Komisi Jenderal
D. Van De Bosch

E. Chr. Baud

Zaman pendudukan Jepang

Zaman Raffles (1811-1816)

Zaman Gubernur Jenderal Inggris > melakukan penelitian untuk
mengadakan perubahan pada daerah dipimpin.
Februari , dibuat peraturan yaitu Regulation for The More Effectual
Administration of Justice in The Provincial Court of Java, yang mengatur
tentang:
i. Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim
ii. Susunan pengadilan terdiri dari Residen’s court, Bupati’s court, Division
court, Circuit of court atau pengadilan keliling
iii. Native law dan unchain costum untuk Bupati's court dan untuk Residen
orang Inggris memakai Hukum Inggris.

Zaman Van den Bosch

Pada zaman ini, hukum waris itu dilakukan menurut lukum Islam serta
hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan
Islam.

Dokumen Pencatatan Hukum Adat

* Robert Padtbrugge (1679), ia seorang gubernur Ternate yvang

mengeluarkan peraturan tentang adat istiadat Minahasa

* Francois Valetijn (1666-1727) yang menerbitkan suatu
ensiklopedia tentang kesulitan-kesulitan hukum bagi

masyarakat

Zaman Daendels (1808-1811)

Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam
yarakat adat tetapi deraj; lebih rendah dari hukum Eropa,
jadi tidak akan hi Hukum Eropa tidak

mempengarvhi apa-apa.

Zaman Komisi Jenderal 1816-1819

Pada zaman ini, tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum
adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada pada zaman
Raffles.

Zaman Chr. Baud.

Pada zaman ini, sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya,
tentang melindungi hak-hak ulayat. Demikian juga putera-putera
Indonesia sudah menulis disertasi mengenai Hukum Adat di Perguruan
Tinggi di Belanda.




Setelah Kemerdekaan

UUD’45 Aturan peralihan
Konstitusi RIS

uuDS 1950

TAP MPRS 1960

Undang-undang Pokok Agraria, UUPA, juga berdasarkan pada azas
hukum adat.

Hukum adat dan kekuasaan Kehakiman

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-
K Pokok Kek Kehaki memberikan pengakuan
bahwa, Hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah
hukum yang berdasarkan Pancasila, yakni yang sidatnya berakar
pada kepribadian bangsa.

Hak Ulayat

Pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat pada Pasal 5 UUPA

menyatakan:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah

hukum adat, tidak ber dengan kep

nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa,

dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang
dalam Und! | ini dan dengan peraturan

perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-

unsur yang bersandar pada hukum agama.

Tugas

Silakan membaca artikel yang diberikan
Tugas
Ada berapa jenis peradilan zaman Belanda?
Apa ity Indische Staatsregeling 2
Apa itu Inheemsche Rechtspraak 2
Ada berapa strata hukum zaman Belanda dan kenapa?

Bagaimana keberlakuan hukum adat saat ini2




3. SISTEM HUKUM ADAT DI INDONESIA

Sistem Hukum Adat

MANFAAT MEMPELAJARI HUKUM ADAT

Bushar Muhammad (Asas-Asas Hukum Adat, 1991, hal 210-211) menguraikan
manfaat praktis mempelajari hukum adat yang dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut,
yaitu:

dari sudut pembinaan hukum nasional;

dari sudut mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa;

praktik peradilan.

Sistem Hukum Adat Indonesia-
Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sistem adalah susunan yang teratur dari
berbagai unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau
kesatuan pengertian.

Hukum Adat adalah hukum asli masyarakat yang mencerminkan budaya bangsa
Indonesia, mempunyai corak yang khas yang berbeda dengan negara-negara lain.
Sistem Hukum Adat berdasar pada alam pikiran dan budaya bangsa Indonesia yang.
berbeda dengan cara berpikir sistem hukum Barat. Untuk dapat memahami sistem
Hukum Adat harus memahami cara berpikir masyarakat Indonesia.

Contoh antara kesepakatan dan penyerahan hak

Sebab perbedaan hukum adat dan hukum
Eropa

Corak serta sifat yang berlainan antara Hukum Adat dengan Hukum Barat (Eropal;
Pandangan hidup yang mendukung kedua macam hukum itu pun berbeda (Tolib
Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, 2008: 42-44)

SISTEM HUKUM YANG BERLAKU

sistem hukum yang berlaku adalah hukum tradisional dan hukum modern. Negara
berkembang pada umumya sistem hukum yang berlaku bersifat pluralistis, di mana
sistem hukum tradisional modern berjalan berdampingan dengan sistem hukum

modern. Para pakar mengartikan pluralistis adalah paham yang menegaskan bahwa
hanya ada satu Yaitu keragaman, dan kemajemuk

TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ADAT
(Susunan Hukum Adat)

TEORI Receptio in Complexu (CF Winter, Solomon Keyzer, Van Den Berg, Soerojo
Wignyodiperdjo)

Teori Receptie (Snouck Hurgronje, Van Vallenhoven)

Teori Receptio a Contrario

Cakupan Sistem Hukum Adat

Tidak membedakan hukum publik dan hukum privat
Tidak membedakan hak kebendaan (zakelijke rechten) dan hak perseorangan
(personlijke rechten)

Tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana.

Unsur Pokok Sistem Hukum Adat

kepercayaan,
perasaan,

tujuan,

kaidah,

kedudukan, peranan dan pelaksanaan peranan,
tingkatan atau jenjang,

sanksi,

kekuasaan, dan

fasilitas (Soerjono Soekanto, 2012: 132).

TERCERMIN DALAM CORAK HUKUM ADAT




Pembidangan Hukum Adat

Van Vollenhoven

berpendapat, bahwa pembidangan hukum adat adalah sebagai berikut

a. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat b. Tentang Pribadi
c. Pemerintahan dan peradilan
d. Hukum Keluarga
e. Hukum Perkawinan
1. Hukum Waris
8- Hukum Tanah
h. Hukum Hutang piutang
Hukum Delik
. Sanksi

Pembidangan Hukum Adat

Ter Haar mengemukakan pembidang hukum adat,
yaitu:
a. Tata Masyarakat
b Hak-hak atas tanah
¢ Transaks!-transaksi tanah
Transakst-transaks! dimana tanah tersangkut
Hukum Hutang piutang

k. Pengarub lampau waktu

Pembidangan Hukum Adat

Ter Haar mengemukakan pembidang hukum adat,
yaitu:

Tata Masyarakat

Hak-hak atas tanah

Transaksi-transaksi tanah

Transaksi-transaksi dimana tanah tersangkut

Hukum Hutang piutang

Lembaga/ Yayasan

Hukum pribadi

Hukum Keluarga

Pengaruh lampau waktu

Sistem hukum modern dibanding dengan

adat

terdiri dari

apa s2ja, tidak membedak suku bangsa,

kelamin;

Bersifat transaksional;

Bersifat universalitas;

Bersifat hierarkis;

Modern diorganisasikan secara birokratis;

Bersifat rasional, bahwa hukum dinilai dari kualitas fungsionalnya bukan
dari seg) formalnya;

Bersifat profesiona, artinya djalankan oleh individu yang memiliki
keahlian dan kompetensi di bidangnya;

Fleksibel, memuat tata cara untuk melakukan peninjauan sesual
kebutuhan masyarakat;

Tugas menemukan hukum dan menerapkan hukum dipisahkan antara
tugas eksekutf legislatf dan yudikati,

Pembidangan Hukum Adat

Soepomo menyatakan pembidangan hukum adat
adalah:

a. Hukum keluarga

b. Hukum perkawinan

€. Hukum waris

d. Hukum tanah

. Hukum hutang piutang

1. Hukum pelanggaran

Pembidangan Hukum Adat

Surojo Wignjodipuro membagi pembidangan hukum adat, yaitu
Tata susunan rakyat Indonesia
Hukum perseorangan
Hukum kekeluargaan
Hukum perkawinan
Hukum harta perkawinan
Hukum adat waris
Hukum tanah
Hukum hutang piutang
Hukum adat delik
Adat dan Hukum Adat

Pembidangan Hukum Adat

Surojo Wignjodipuro membagi pembidangan hukum adat, yaitu:
Tata susunan rakyat Indonesia

Hukum perseorangan

Hukum kekeluargaan

Hukum perkawinan

Hukum harta perkawinan

Hukum adat waris

Hukum tanah

Hukum hutang piutang

Hukum adat delik
Adat dan Hukum Adat

Tugas
Tugas ini untuk dikerjakan dan didiskusikan minggu depan.

Dari pembidangan hukum adat yang dijelaskan para ahli, temukan persamaannya.



4. MASYARAKAT (HUKUM) ADAT

MASYARAKAT
(HUKUM) ADAT

PERTEMUAN 4

MASYARAKAT HUKUM ADAT

+ Lembaga hukum
* Persekutuan

* VanVolenhoven dan Soepomo

+ Ter Har ~> inti rumusan masyarakat hukum adat
* Contoh famili Minangkabau

+ Bandingkan dengan dgn Jawa

MASYARAKAT HUKUM ADAT

+ Lembaga hukum
* Persekutuan
* VanVolenhoven dan Soepomo
+ Ter Har ~> inti rumusan masyarakat hukum adat
+ Contoh famili Minangkabau
+ Bandingkan dengan dgn Jawa

MASYARAKAT KEIBU-BAPAKAN

MENGULANG

* Hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam Bahasa Belanda yaitu adatrecht (Snouck
Hargronje) kemudian dilanjutkan istilah itu oleh Van Vollenhoven.

* Teori terbentuknya hukum adat

PENENTUAN MASYARAT HUKUM ADAT

+ Fakeor genealogis

+ Perkawinan

+ Keturunan

+ Garis bapak atau ibu

PENENTUAN MASYARAT HUKUM ADAT

+ Faktor genealogis
+ Perkawinan
+ Keturunan
- Garis bapak atau ibu




5. HUKUM KEKELUARGAAN ADAT

PEMBAHASAN

* A. STRUKTUR MASYARAKAT HUKUM ADAT
* B. ORGANISASI HUKUM ADAT

PENGGOLONGAN MASYARKAT
HUKUM ADAT

azas keturunan azas
Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan
KETURUNAN.

azas lis -> Masyarakat
hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial (menurut
azas asal daerah).
(genealogis dan teritorial) (Soerjono Soekanto, 2012: 95).

H Drsanvra | s

weoa
| weos Hm.wm | K- R B B

MASYARAKAT HUKUM TERITORIA

Terdapat 3 (tiga) bentuk hukum terit

1. Masyarakat hukum disebut persekutuan desa, merupakan tempat
tinggal bersama, di mana warga terikat pada suatu tempat tinggal
yang meliputi desa-desa atau perkampungan di mana semua tunduk
pada pimpinan tersebut. Contoh desa-desa di Jawa dan Bali. Desa di

hukum yang i tata susunan
tetap, ada pengurus, ada wilayah, ada harta benda, dan umumnya
tidak mungkin untuk dibubarkan.

2. Masyarakat hukum di kutuan daerah, merupakan kesatuan
dari beberapa tempat kediaman/wilayah, yang masing-masing
pimpinan sendiri. Bentuk seperti ini, misalnya nagari di Minangkabau,
marga di Sumatera Selatan, Lampung, dan kuria di Tapanuli.

3. Masyarakat hukum disebut perserikatan desa, gabungan dari
beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan, di mana
masing-masing berdiri sendiri. Beberapa desa ini bergabung untuk
melakukan kerfa sama untuk kepentingan bersama, sepert! subak di
8ali.

MASYARAKAT HUKUM GENELOGIS

"Pertalian karena genealogis ini, dibedakan atas 3 (tiga) pertalian:

keturunan, yaitu:

Patrilineal, yaitu masyarakat hukum menurut garis keturunan laki-

laki, di mana susunan pertalian tersebut ditarik menurut garis

keturunan bapak. Bentuk masyarakat ini terdapat pada masyarakat
suku Batak, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian.

2 Matrilineal, yaitu masyarakat hukum menurut garis perempuan,
masyarakat yang tersusun berdasarkan garis keturunan ibu. Bentuk
masyarakat seperti ini, terdapat pada masyarakat Minangkabau,
Kerinci, Semendo di Sumatera Selatan dan beberapa suku di Timor.

3 Bilateral/Parental, yaitu masyarakat yang tersusun menurut garis
keturunan oran% tua, yaitu bapak dan ibu secara bersama-sama.
Disebut bilateral karena terdiri dari keturunan ibu dan bapak. Bentuk

y:

masyarakat sepert i, terdapat pada suki Bugis dan umumnya
masyarakat di Sulawesi, Dayak, dan Jawa.

MASYARAKAT HUKUM GENELOGIS-
TERITORIAL

* Masyarakat genealogis-teritorial adalah kesatuan
masyarakat yang para anggotanya tidak saja terikat
pada kediaman, tetapi juga terikat pada hubungan
keturunan dalam ikatan pertalian darah dan/atau
kekerabatan. Bentuk masyarakat seperti ini, terdapat
pada masyarakat kuria dengan huta- huta pada
masyarakat Tapanuli Selatan, umi di Mentawai, euri di
Nias, nagari di Minangkabau, marga dengan dusun-
dusun di Sumatera Selatan, marga dengan tiyuh-tiyuh
di Lampung (Djamanat Samosir, 2012: 82-83).




EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM

ADAT DI INDONESIA

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat terdapat dalam

penjelasan Pasal 18 UUD 1945, berbunyi:

* “Dalam teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang
250 Zelfbesturende Landschappen dan
Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali,
negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang,
dan i Daerah-daerah itu i susunan
yang asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai
daerah yang bersifat istimewa”.

PERSEKUTUAN HUKUM ADA

Masyarakat hukum adat dibedakan dengan persekutuan
hukum adat. Perbedaan ini terletak pada sifat pengertiannya,
masyarakat hukum adat mengandung pengertian yang
bersifat umum dan luas, misalnya masyarakat hukum adat
Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi
dan sebagainya. Manakala, mengandung pengertian yang
adat atau hukum

adat juga bisa dilihat dari lingkungan masyarakatnya,
misalnya untuk masyarakat hukum adat Minangkabau
disebut persekutuan hukum adat Bodi-Caniago, Koto-Piliang,
Persekutuan Hukum Adat Pepandun, Pesisir di Lampung.

PERTALIAN DARAH

* BKEDUDUKAN ANAK

* BMenurut UU No 1 tahun 1974 (UU 16 TAHUN 2019)
tentang kedudukan anak, hak dan kewajiban anak
terhadap orangtua dikatakan dalam pasal 42-43, anak
yang sah adalah anak dilahirkan dalam atau sebagai
akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan
diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

@Menurut hukum adat dimana susunan kekerabatan
yang patrilinial dan atau matrilinial yang masih kuat,
yang disebut orangtua bukan saja dalam garis lurus
keatas tetapi juga dalam garis kesamping, seperti
para paman, saudara ayah yang lelaki (batak,
lampung) dan para paman, saudara ibu yang lelaki
(minangkabau) terus keatas seperti kakek, buyut,
canggah dan poyang.

K-BENTUK PERSEKUTUAN
HUKUM ADAT

+ Dibedakan menjadi3:

Persekutuan Kekerabatan (Keluarga, kerabat Marga) i indonesia
ada 3 contoh daerahnya: Batak (Bersifat Patrilineal dengan
sebutan marga, Lampung dengan sebutan Buway, Minangkabau
Bersifat Matrilineal dengan sebutan Paruik)
Persekutuan ketetanggaan (kampung, dusun, desa, kuria, nagari,
marga). Persekutuan yang semata-mata bersifat teritorial, seperti
Meunasah atau Gampong yang dikepalai oleh meum atau Geucik
di Aceh, dusun yang dikepalai oleh Krio di Sumatera Selatan,
lembur yang dikepalai oleh Mandor di Pasunda.

i sosial, budaya-ag;
sosio-ekonomi-politik). Contoh Himpunan Masyarakat Islam
Indonesia.

Menurut hukum adat anak kandung yang sah adalah
anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya
yang sah, walaupun mungkin terjadinya perkawinan
itu setelah ibunya hamil lebih dulu sebelum
perkawinan.

BMenurut UU no. 1tahun 1974 pasal 45 (1-2)
dikatakan bahwa kedua orangtua wajib memelihara
dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,
kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan
antara kedua orang tua putus.




@ Hal ini sejalan dengan masyarakat parental yang
merupakan kewajiban ayah dan ibu, dan atau kakek

neneknya
* @ Dalam masyarakat patrilinial kewajiban memelihara
dan idik anak dibebankan tanggungj;

kepada kerabat ayah
* B Dalam masyarakat matrilinial kewajiban itu
dibebankan tanggungjawabnya kepada pihak wanita.

ANAK DAN KERABAT

BHubungan hukum antara anak dan kerabat dan
sebaliknya kerabat terhadap kemenakan, tidak diatur
didalam UU no 1tahun 1974

* BJadi hak dan kewajiban anak terhadap kerabat dan
sebaliknya, masih tetap berlaku menurut hukum adat
dalam lingkungan masyarakat adat masing- masing.

* @Di lingkungan masyarakat matrilinial yang terutama
wajib dihormati anak-kemenakan selain ayah dan
ibunya adalah semua mamak saudara lelaki ibu,
terutama yang berkedudukan mamak kepala waris.

* @Penanggung jawab penuh atas kepengurusan,

-aan dan p 1 kan, tersebut
terletak pada ibu dan mamak

DALAM PERKAWINAN UANG JUJUR

* @Bentuk perkawinan dengan pemberian uang jujur dari
pihak kerabat mempelai pria kepada mempelai wanita
yang kebanyakan dipertahankan oleh masyarakat
kekerabatan adat patrilinial, untuk mempertahankan garis
keturunan lelaki, maka setelah perkawinan isteri
melepaskan kedudukan kewarEaan adatnya dari
kekerabatan bapaknya masuk kedalam kesatuan kerabat
suaminya

+ EDalam ikatan perkawinan jujur ini kewajiban memikul
tanggung jawab menegakkan rumah tangga adalah suami,
sedangkan istri hanya sebagai pendamping

* @ Di dalam persekutuan adat kekerabatan tanggung
jawab kehidupan keluarga/rumah tangga merupakan
tanggung jawab bersama, segala sesuatu diselesaikan
dengan musyawarah mufakat kerabat.

* @ Membawa masalah kekerabatan sampai kemuka
pengadilan kebanyakan masih dianggap tabu,
walaupun pada masyarakat dikota-kota sudah ada
satu dua kasus yang terjadi sampai pengadilan

@ADilingkungan masyarakat adat patrilinial anak bukan
saja wajib hormat kepada ayah dan ibu, tetapi juga
terutama hormat pada para paman saudara lelaki dari
ayah.

* [@Di antara semua paman atau saudara tersebut yang
ikut bertanggungjawab penuh memperhatikan,
pengurusan dan pemeliharaan untuk kemenakan
adalah kerabat lelaki saudara ayah, sedangkan yang
lain bersifatnya membantu

* BDalam perkawinan bebas

+ BApabila ikatan perkawinan suami dan isteri itu dalam
bentuk perkawinan bebas yang kebanyakan berlaku
dikalangan masyarakat parental seperti banyak
terlihat pada keluarga-keluarga jawa atau keluarga-
keluarga modern yang individual.

ALAM PERKAWINAN SEMEND.

* @ Bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur, yang
kebanyakan dipertahankan oleh masyarakat kekerabatan
matrilinial, untuk mempertahankan garis keturunan
wanita.

* [@Setelah perkawinan suami masuk kekerabatan isterinya
atau hanya sebagai pemberi benih keturunan, yang tidak
bertanggung jawab penuh didalam rumah tangga. Dalam
hal ini hak dan kedudukan suami berada dibawah pengaruh
isteri dan kerabatnya




ANAK TIRI

+ @ Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian adat,
maka yang terutama dibicarakan adalah tentang
hubungan hukum antara anak angkat, termasuk juga
anak tiri dan anak asuh.

* Terjadi pengangkatan anak karena tidak memiliki

keturunan (penerus keturunan) dalam hubungan

perkawinan adat, baik budi atau belas kasih

* [@Anak tiri adalah anak kandung bawaan isteri janda
atau bawaan suami duda yang mengikat tali
perkawinan.

@Didalam perkawinan levirat (batak) dimana isteri
kawin dengan saudara suami

PAnak tiri tetap berkedudukan sebagai anak dari
bapak biologisnya

* @ Begitu pula jika terjadi kawin duda yang telah
mempunyai anak, dengan saudara isteri, yaitu kawin
sororat

Di masyarakat Jawa yang parental pun demikian anak
tiri adalah ahli waris dari orang tua yang
melahirkannya. Kecuali anak-anak tiri itu diangkat
oleh bapak tiri sebagai penerus keturunannya karena
ia tidak punya anak

* B Kedudukan hukum anak tetap sebagai anak dari
ayah biologisnya.

Anak Angkat

* Direjang Bengkulu ank tii dapat diangkat seorang suami + Kedudukan anak angkat dapat dibedakan:
yang tidak mempunyai keturunan anak kandung, untuk .
menjadi waris penerus keturunannya, setelah ayah * 1. Anak angkat sebagai penerus keturunan
kandungnya meninggal dunia. ) )
Dengan diangkatnya anak tiri tersebut terjadilah hubungan 2. Anak angkat adat karena perkawinan atau untuk
hukum antara anak tiri dengan bapak tirinya sebagai mana penghormatan
anak kandung dengan bapak kandungnya
Pengangkatan anak tiri menjadi anak angkat oleh seorang
bapak yang putus keturunannya di Lampung harus
dilaksanakan dengan upacara adat, terang dihadapan
prowati atau pemuka adat.

1. Berikan penjelasan tentanng bagaimana hukum
kekerabatan terbentuk.

2. Penjalasannya minimal 250 kata.




6. HUKUM PERKAWINAN ADAT

Pengertian Perkawinan

‘Menurut Ter Haar, perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan
urusan martabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan
‘nmartabat, urusan pribadi, dam begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan.

2 Makna Perkawinan

‘Menurut Saxton , perkawinan mengatakan bahwa memiliki dua makna,
yaitu:

mmlmlunloﬂal Su:msohmkohknftzhd:plﬂmmhn osial

fungsi pokok
mhdmpokdahmhﬂmmhhmuyanht.

ld:uiindividul.tehpiylumum,pahwinn
‘kepuasan personal. 2

KE DALAM HUKUM ADAT
Teori Receptie pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje dan Van
Vollenhoven sebagai sanggahan terhadap teori receptio in complexu.

+ Bnhmmm(khm)ymghdﬂhmampnudahmhuhxmnhtdl
h-wilayah tertentu di ‘hukum

Subjek Pembahasan

Pembahasan tentang subjek hukum perkawinan, pada dasarnya berarti

‘membicarakan mengenai siapa yang boleh mel.mgmngun

de iapa. Perkataan siapa rti bahwa yang dapat

mehngunghnpedawmmmhmymh mbjekhu.hnmymdmmlhn
i kodrati.

* Perkawinan menurut UU No. 1

tahun 1974 _

i lahir batin antara seorang pria dengan seorang
mnmnduyxmmm:ndmpnm;mm:mbmmkkdmry(mm
Yang Maha Esa”.

Perkawinan Berdasarkan
Banyaknya Pasangan
Perkawinan monogami ialah perkawinan seorang suami hanya memiliki

seorang istri dalam satu perkawinannya. Bentuk ini adalah bentuk yang
pnhn;mmdlbﬂbmmsyanhtsdumhdm




Bentuk Perkawinan Bentuk Perkawinan

1) Perkawinan sororat (lanjutan) terjadi bila si istri meninggal + 2) Perkawinan mengabdi (jasa) apabila seorang membayar bingkisan
pchwmnkmdnmnyauhmplmhhnmhnusbehmdahnhdl

Sistem Perkawinan

c-- c--

+ 1) Sistem Endogami, dalam sistem i

Perkawinan Jujur 3 - Jenis-Jenis Perkawinan Jujur

+ Yang dimaksud dengan perkawinan jujos adalah bentuk perkavinan yang + a) Perkawinan mengabdi menurut Dien Huwelij, dalam perkawinan ini




Jenis-Jenis Perkawinan Jujur

co- c--

+ D) Perkawinan bertukar menurut Ruil Huwelijk disebut juga sebagai
“pu'hwlnl.nlmbllben dimana didalam perkawinan ini kemudian jujur
karena h

semacam ini hanya terdapat apabila didalam
dlpﬁbouhhnhmnmbllblhk(ldlkhhhhd:npmm
dmpl.hnkmml). _

Jenis-Jenis Perkawinan Jujur
Perkay = Leviraat Huwelik, hal ini "

2.1. i v ni er Ia sijand:
:_"" w.&mmx:m“mww&m%m
mm p«hmnlmdm

.m "?.w,.m
terjadi disumatra|

Kkndang Kadang suami menerma jujr sehingsa

Macam Perkawinan Semanda

2) Semanda Raja-Raja in, dikalangan masy

dan
o

Macam Perkawinan Semanda

- c--

1 c)mmmwhhmmkpuhmmnummmnﬁnm
sementara dimana \pat

Jenis-Jenis Perkawinan Jujur
¢) Perkawinan meneruskan dalam Vervoolg Huwelijk, yaitu perkawinan
seorang laki-laki yang ditinggal mati istrinya kemudian kawin lagi dengan
saudara istrinya yang sudah meninggal terscbut. Dalam hal i tidak usah

Perkawinan Semanda

oo e

Pﬂhmmwmmd&padaumumnyaba{mdnhnakunpn

Macam Perkawinan Semanda

1 b)SemAndnlcpn,mhhmndzlcpudlpakmdldAenhhmpunjpaﬁr
arti setelah




Macam Perkawinan Semanda

+ e¢) Semanda ngangkit ini biasanya berlaku dikalangan masyarakat adat yang
menganut adat penguasaan atas harta kekayaan dipegang oleh anak wanita.
Jadi apabila seseorang tidak mempunyai anak wanita dan Innya ‘mempunyai
anak laki-laki maka untuk dapat

+ Pengertian Perkawinan Campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk
perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa,
adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan
campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata hukum
uh!d.lnlmhnhlmlpm y.mnuhmmmmhukm.p.mm

" Tujuan Perkawinan dalam Adat

+ Tujuan per!awinm bagi mnyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan,
adalah unt keturunan i
mplhn dan keibuan atau kelbu -bapakan, untuk kebahagiaan

tuk budaya dan dan untuk

PERCERAIAN

+ PERNIKAHAN SAMPAI MATI
+ PENGECUALIAN PERCERAIAN UNTUK perzinahan, tidak memberi
i cacat tubuh, dan isi

BERSIFAT KHUSUS:

Perkawinan Bebas Mandiri

+ Bentuk peduwum bebas atau perkawinan mang i pada umumnya
berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku.
di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan
Sulawesi serta di kﬂaxmnmasyanhllndnnemymgmndan,dmm kaum

Perkawinan Lan'

+ Perkawinan Lari atau biasa di sebut kawin lari dapat te i
lingkungan masyarakat adat, mzpl pahna banyak terjadi adalah di kalangan

ASAS-ASAS HUKUM
PERKAWINAN ADAT

+ Asas keadatan dan kekerabatan
+ Asas kesukarelaan/persctujuan
Asas partisipasi kerabat dan masyarakat adat




7. HUKUM PERIKATAN ADAT

HUKUM
PERIKATAN ADAT

PERTEMUAN 7

£i/i2

Benda (Objek)

o Tanah

o Perumahan

o Barang

¢ Tumbuh-tumbuhan

Pengantar

o Berbicara Hukum Perikatan adat adalah
juga berbicara mengenai kebendaan
menurut hukum adat.

© Subjek= Pemegang Hak dan Kewajiban
(orang)

o Objek=benda (zaak)

o Perikatan=verbinternis

Hukum Perikatan Adat

o Perjanjian terkait hak atas tanah, ternak,
barang, dll, panjer dan kredit

© Tolong-menolong

o Penjer

o Kredit




Arti Perjanjian Adat

© MENCAKUP HUTANG-PIUTANG, PIHAK |
BERHAK UNTUK MENUNTUT PRESTASI,
PIHAK Il WAJIB UNTUK MEMENUHI PRESTASI

o BENTUK PRESTASI:

¢ - MENYERAHKAN BENDA

¢ - MELAKUKAN PERBUATAN

¢ - TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN

Perjanjian Adat

4) PERJANJIAN PERBURUHAN

'lER HAAR: MENUMPANG DI RUMAH ORANG LAIN &
MENDAPAT MAKAN/KEHIDUPAN DENGAN CUMA-CUMA TAPI

HARUS BEKERJA PADA PEMILIK RUMAH

5) PERJANJIAN PEMEGANGKAN
SESEORANG MENYERAHKAN SUATU BENDA SEBAGAI JAMINAN
ATAS HUTANGNYA

6) PERJANJIAN PEMELIHARAAN

PIHAK | (PEMELIHARA) BERJANJI UNTUK MENANGGUNG PIHAK
1l (TERPELIHARA) DI MASA TUA, SEPERTI: MENAFKAL

MENGURUS HARTA KEKAYAAN, PEMAKAMAN

PIHAK || MEMPEROLEH BAGIAN DARI HARTA PIHAK |

Perjanjian Adat

1) PERJANJIAN KREDIT
PERJANJIAN MEMINJAMKAN UANG/BARANG DENGAN/TANPA BUNGA
(TANGUNG MENANGGUNG-> UTANG 1 ORANG PADA PERSEKUTUAN,
BOREGH (MENJAMINKAN), UON2N JUAL MASIH MUDA, MERAWANG ANAK
)

2) PERJANJIAN KEMPITS

PIHAK | MENITIPKAN BARANG FADR PN LUN DENGAN JAN) KELAK
AKAN DIKEMBALIKAN DALAM BENTUK UANG/ BARANG

SYARAT: RASA SALING PERCAYA MASING-MASING me

3) PEI
SESEORANG YANG MEMILIKI POHON YANG AKAN/SIAP BERBUAH

JANJI UNTUK MENJUAL BUAH SIAP PETIK TERSEBUT KEPADA PEMBELI
EFEK( ): MERUGIKAN PEMILIK TANAMAN

Perjanjian Adat
7) PERJANJIAN PERTANGGUNGAN KERABAT
[0 SESEORANG MENJADI PENANGGUNG HUTANG

BAGI ORANG LAIN YANG MASIH MENJADI
KERABATNYA

PIHAK TERTANGGUNG BERHUTANG PADA ORANG
LUARKERABATNYA/SUKUNYA

ALASAN DILAKUKAN PERJANJIAN:

KEHORMATAN KELUARGA/SUKU

EX.: BATAK KARO, LAMPUNG

Perjanjian Adat
8) PERJANJIAN PENGOLAHAN TANAH & TANAMAN DI ATAS

D PEMILIK TANAH MENGADAKAN PERJANJIAN DENGAN
PIHAK LAIN UNTUK MENGOLAH TANAH & HASILI

DIBAGI ANTARA PEMILIK TANAH & PENGOLAH

EX.: DI JAWA : MARO, MERTELU, MERLIMO
MINANGKABAU : MAMPADUOI/BABUEK SAWAH URANG
9) DEELWINNING

O PEMILIK TERNAK MENYERAHKAN TERNAKNYA PADA
PIHAK LAIN UNTUK DIPELIHARA & MEMBAGI HASIL
TERNAK/ PENINGKATAN NILAI DARI HEWAN TERSEBUT.
BENTUK:

- BAGI HASIL ANTARA PEMILIK PEMELIHARA

Tolong-Menolong

o Gotong Royong - murni tidak mengharapkan
imbalan contoh pembangunan balai desa,
langgar dll (kepentingan umum), babat alas juga
tapi setelah menjadi lahan pertanian digarap
bersama, membantu kepala persekutuan.
Bermotif > sumbang hajatan (ngelist)

Sabat sinambat > sawah siapa yang panen
dibantuin nanti gantian.

(arisan) mapalus atau jula-jula di minahasa.
Pertanian (mertelu/merapat) pihak lain yang
mengerjakan nanti gantian.

Perjanjian Adat
10) PANJER
O PERIKATAN YANG MUNCUL KARENA ADANYA
PANJER/TANDA JADI UMUMNYA BERUPA UANG
MUKA:
- JIKA PEMBERI PANJER TIDAK MENEPATI
KESEPAKATAN: PANJER DIANGGAP HILANG
- JIKA PENERIMA PANJER TIDAK MENEPATI:
MENGEMBALIKAN PANJER




8. HUKUM DELIK ADAT

HUKUM DELIK ADA

INDAH P AMARITASARI

Istilah Delik Adat menurut Para Ahli

. Ncnumt Van Vollenhoven, delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh
g1 lﬂ.»un dalam kenya annya nstlwa atau perbuatan itu
anya mempa in kesalahan Kan
i pelanggaran hukum
merupakan perbuatan p!dana
« Menurut Soepomo, delik adat adalah segala perbuatan alf: kejadian
yang sang: memangu k kuatan batin masyarakat. S
lull k adinn tin dan merusa k cmn
kat mﬁk&n delﬂ( lefﬁa P masyarakal seluruhnya. Beliau
Menyatakan pu

RUANG LINGKUP DELIK A

* Delik adat juga merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi
tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbua(an pidana
odelike. Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran
hukum yang d|ancam dengan suatu pidana oleh undang-undang.
Berdasat 1san tersebut, maka ruang lingkup delik adat
meliputi llngkup dar1 hukum pefdata adat, yaitu hukum pribadi,
hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris.

MACAM DELIK ADAT-Menurut Ahli

#) Delik melakukan pepdmh ng melanggar kesopanan dan kesuslaan,
"‘F.‘Z:;"‘L.’&’&L;. aenpn al yang uda'f Boleh aflaKDkan kepada istri

i ﬁ';.x:zmq“::,"mm; i

ik yai it tanah termasuk tumbuhan dan hasil hutan,
B R el e, et Tant oo o buipn, .

7) Delik kut hewan temnak dan perikanan, misalnya cara
Lettin X "'mﬁ ‘Cara pemelinaraan temak aan penangkipan hesil
AUt mAUpun Sungal

N

Istilah Delik Adat menurut Para Ahli

* Menurut Soerojo Wignjodipoero, delik adat adalah suatu

, sehingga menyebabkan terganggunya
ketentraman serta keseimbangan masyarakat dan reaksi adata
akan timbul untuk memulihkan kembali keadaan yang terguncang.
Jadi, hukum delik adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis
yang menentukan adanya
beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan
keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut.

R —

ISTILAH

* Delik Adat adalah perbuatan-perbuatan yang mengandung sanksi
dari masyarakat adat karena memberikan reaksi dari masyarakat
atau tidak sesuai dengan kebiasaan dan norma yang hidup dan ada
(eksis) pada masyarakat tersebut.

+ Berbeda dengan delik pidana terdapat unsure tambahan yakni
perbuatan itu karena adanya hukum yang dilanggar sekalipun
hukum yang dimaksud juga mengenai norma kesopanan dan
kesusilaan.

——

MACAM DELIK ADAT-Menurut Ahli

Ada beberapa macam delik adat yang dijabarkan oleh Hilman Hadikusuma
Antropolog! dan hukum adat pu Fakultas Hukum Unila (1962-1979) :
B R s mengmang kesranan, sl peristiv

karan, perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan.
2) Dellk perbua yang menggangu ketertiban masyarakat, misalnya
melakukan glhlnaan, menggangu keglatan ibadah, mengganggu umzh
penduduk, mengganggu mayat, memakan makanan yang
diharamkan.
3) Delik perbuatan yang angu ketertiban pemerintahan, misalnya
m’e»ngngm u para Fatie nda Roaialian prosedur adat, berkaitan dengan
 para pemimpin, pencatatan kependuduk

———

LAHIRNYA DELIK AD.

* Lahirnya delik adat seperti halnya lahir peraturan hukum yang
tidak tertulis, di mana peraturan mengenai tingkah laku manusia
pada suatu waktu mendapat sifat hukum, apabila suatu ketika
petugas hukum yang bersangkutan mempetahankannya terhadap
orang yang melanggar peraturan itu atau pada suatu ketika
petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah
pelanggaran itu. Bersamaan dengan saat peraturan itu
memperoleh sifat hukum, maka pelanggarannya menjadi
pelanggaran hukum adat serta pencegahannya menjadi
pencegahan pelanggaran hukum adat.




TEORI DALAM DELIK HUKUM Al

JENIS DELIK Al

* e. Delik yang merusak dasar susunan masyaarkat, misalnya incest
iwin dengan saudara sedarah.

« f. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan
menentang kepentingan hukum suatu golongan famili.

* 8. Delik yang melanggar kehormatan keluarga serta melanggar
kepentingan hukum seorang sebagai suami.

* h. Delik mengeani badan seseorang misalnya, melukai.

KOREKSI TERHADAP TERJADINYA DELIK AD.

et e st Pl penlan st o pde

mpuw ‘antara dunia lahir dengan gaib. Seperti yang dinyatakan oleh Soepomo,

. i ocimmaterielo dalam pelbagai seperti paksaar ikah
Pl iy ey e

* b adato ke terkena, berupa bend: ki
oSl e o o e trens, g e b g

* ¢ Selamatan ckorbane untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.

« d. Penutup malu, permintaan maaf.

* e. Pelbagai rupa hukuman badan

« {. Pengasingan dari masyarakat dan/atau pengucilan

SIFAT PERKARA DELIK ADAT

1) Melulu delik adat, misalnya pelanggaran peraturan-peraturan
exogami, pelanggaran peraturan panjar atau pelanggaran peraturan
hukum lainnya

2) Disamping delik adat, juga bersifat delik dalam KUHP misalnya
menghina mencuri dll

Kits van miwngm menggambarkan reaksi adat adalah yang semula
merupakan balas dendam semata-mata, akhirnya berkembang

menjgdi suatu sistem chukumano yang dijatuhkan oleh para petugas

hukum adat. Reaksi adat yang ada di Indonesia lebih mengarah

grla‘kunya hukum delik adat jauh lebih luas dari hukum kriminal
rat.

JENIS DELIK ADAT

Jenis-jenis delik adat adalah:

a. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang
memperkosa perimbangan antara dunia lahirdan dunia gaib serta
segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat.

b. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat
seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat.
¢. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung.

d. Segala perbutan dan kekuatan yang menggangu batin masyarakat,
dan mencemarkan suasana batin masyarakat.

Objek Delik Adat

+ a. Merumuskan pedoman bagaiman warga masyarakat Obyek Delik
Adat seharusnya berperilaku, sehingga terjadi integrasi dalam
masyarakat

+ b. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga
dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.

* c. Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali

+ d. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur
hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-
kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan.

SIFAT HUKUM DELIK ADAT

* Hukum delik adat , artinya suatu perbuatan yang
tadinya bukan delik, maka pada

masyarakat sehingga perlu ada reaksi cupayac adat untuk
memulihkan kembali. Oleh karena itu, hukum delik adat akan
timbul, seiring berkembang dan lenyap dengan menyesuaikan diri
dengan perasaan keadilan masyarakat.

PETUGAS HUKUM Al

* UU NO. 1/1995 KETENTUAN MEMPERTAHANKAN ORDONASI
STAATBLAD NO 102 TAHUN 1955 -> Hakim perdamaian adat
memeriksa segala perkara adat termasuk perkara delik adat >
perkembangan sekarang, mereka juga memeriksa pidana ringan
contoh di Aceh dengan lembaga adat Qanun Aceh no. 9 tahun 2008
tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun
Aceh 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Misalnya Tuha Peut,
Tuha Lapan, Mukim, Imun Menasah, Keujreng Blang adalah mereka
yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan delik adat di Aceh.




SIFAT PERKARA DELIK ADAT

1) Melulu delik adat, misalnya pelanggaran peraturan-peraturan
exogami pelangg ran peraturan panjar atau pelanggaran peraturan

2) DB::HNW de(lk adat juga bersifat delik dalam KUHP misalnya
ina mencu
Kits van Hei ningen menggambarkan reaksi adat adalah yang semula
merupakan balas dendam semata-mata, akhirnya berkemban
men]adl suatu sistem chukumano yang dijatuhkan oleh para petugas
hukum adat. Reaksi adat yang ada di Indonesia lebih meng;
berlakunya hukum delik adat jauh lebih luas dari hukum knmmal

KEWENANGAN LEMBAGA Al

+ Kewenangan yang diberikan kepada lembaga adat untuk
menyelesaikan delik adat termasuk dalam menyelesaikan delik
adat seperti pencurian hewan ternak. Di mana, delik pencurian
termasuk ke dalam delik pidana dalam KUHPidana, akan tetapi di
Aceh, delik tersebut diberikan kewenangan kepada lembaga adat
di desa untuk diselesaikan karena termasuk dalam kategori pidana
ringan.

'

ETUGAS HUKUM ADAT

+ UU NO. 1/1995 KETENTUAN MEMPERTAHANKAN ORDONASI
STAATBLAD NO 102 TAHUN 1955 - Hakim perdamaian adat
memeriksa segala perkara adat termasuk perkara delik adat >
perkembangan sekarang, mereka juga memeriksa pidana ringan
contoh di Aceh dengan lembaga adat Qanun Aceh no. 9 tahun 2008
tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun
Aceh 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Misalnya Tuha Peut,
Tuha Lapan, Mukim, Imun Menasah, Keujreng Blang adalah mereka
yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan delik adat di Aceh.




9. TEORI HUKUM ADAT

TEORI HUKUM ADAT

INDAH PANGESTU AMARITASARI

PEMBAGIAN TEORI HUKUM ADAT

PEMBAGIAN TEORI HUKUM ADAT

TEORI DEFINISI HUKUM ADAT

Ter Haar dikenal dengan teorinya Beslissingenleer (teori keputusan) mengungkapkan
bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan- peraturan yang menjeima di dalam
keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan
pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi
dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut.

PEMBAHASAN

PEMBAGIAN TEORI HUKUM ADAT
TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ADAT
TEORI DEFINISI HUKUM ADAT

TEORI DELIK ADAT

TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ADAT

Teori Receptio in Complexu Teori ini diperkenalkan oleh C.F.Winter dan Salomon
Keyzer, yang kemudian dilkuti oleh Van den Berg (Otje Saiman, 2011:75).

Teori Receptie Teori ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje dan Van
Vollenhoven sebagai sanggahan terhadap teori receptio in complexu. Teori Receptie
menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia, terlepas
dari agama yang dianutnya adalah Hukum Adat (Otje Salman, 2011:78).

Teori Receptio a Contrario Setelah kemerdekaan teori Receptio mendapat kritikan
dari beberapa pakar hukum, salah satunya Hazairin, yang mengajukan teori
Receptio a Contrario.

TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ADAT

1. Teori Receptio in Complexu Teori ini diperkenalkan oleh C.F.Winter dan Salomon
Keyzer, yang kemudian dilkuti oleh Van den Berg (Otje Salman, 2011:75).

2. Teori Receptie Teori ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje dan Van
Vollenhoven sebagai sanggahan terhadap teori receptio in complexu. Teori Receptie
menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia, terlepas.
dari agama yang dianutnya adalah Hukum Adat (Otje Salman, 2011:78).

3. Teori Receptio a Contrario Setelah kemerdekaan teori Receptio mendapat kitikan
dari beberapa pakar hukum, salah satunya Hazairin, yang mengajukan teori
Receptio a Contrario.

TEORI DELIK ADAT

1. Teori Beslissingeleer ~> Bersamaan dengan saat peraturan itu memperoleh sifat
hukum, maka pelanggarannya menjadi pelanggaran hukum adat serta
enjadi hukum adat. delik
adat. Leer atau disebut teori keputusan bahwa, suatu peraturan mengenai tingkah
laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan dan dipertahankan oleh
petugas hukum

2. Teori Logemen (Perbandingan)~> Berbeda dengan teori Logemen, yang
mengatakan keputusan hakim tidak menjadi adat istiadat sebagai hukum. Suatu
putusan hakim dibutuhkan perlakuan yang sama di dalam keputusan hakim
selanjutnya




10. HUKUM ADAT DAN PENELITIAN

Pertemuan 11

HUKUM ADAT
DAN
PENELITIAN

LATAR BELAKANG

'DASAR HUKUM ADAT SAKT INI e o ADAT

UUO45 Pasal 188 ayat 1 dan 2, Passd
2lapts

TAP NPR NO BMPRS/1060

UUNO S tahun 1960 ersargPersturan
asar Pokan Pokck Araria

PP 2457 perdatiaron tanah it

PETA PENELITIAN HUKUM AD.

seseLuM sEsuo
wewerpean il KeMeROEKAMN
sepeLUM sesuo
DATANG VOC DATANG VOC

PENELITIAN HUKUM ADAT SEBELUM
KEMERDEKAAN

Jaman Rattes.
Pada zaman

merghapmeren parsren-
Merbart pameretahan yang dcerorrya. Seloh

THTA Gtk e s e o o e e i o i 7 500
e

s maryabat sakaig.s sbage Kapaa Hakim

Saman sangadin o

A 8 Gt o cour s pendion haing
¥ 6 bk sl e o o chan costa ik Bupet 8

Count ik R (33 i) s P g

PEMBAHASAN

LATAR BELAKANG
DASAR HUKUM ADAT
SUVBER HUKUM ADAT

PETAPENELITIAN HUKUM ADAT

BENTUKBENTUK PENELITIAN HUKUM ADAT SEBELUM KEMERDEKAAN

PENELITIAN TERHADAP CIRI KHUSUS LINGKUNGAN ADAT

PENELITIAN HUKUM ADAT DA PERJANJIAN ADAT

PENELITIAN HUKUM ADAT DAN PERJANJAN PERTANGUNGAN KERABAT

Istilah yang Mestinya Digunakan

(Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945) dan
h T
281 ayat 3 UUD 1945)

PENELITIAN HUKUM ADAT SEBELUM
KEMERDEKAAN

Sebelum datang VOC belum ada penelitian tentang hukum adat,
‘dan semasa VOC karena ada kepentingan atas Negara jajahannya
(menggunakan politik opportunity), maka Heren 17 (pejabat di
Negeri Belanda yang mengurus Negara-negara jajahan Belanda)
mengeluarkan perintah kepada Jenderal yang memimpin daerah
Jajahannya masing-masing untuk menerapkan hukum Belanda di
Negara jajahan (Indonesia) tepatnya yaitu pada tanggal 1 Maret
1621 yang baru dilaksanakan pada tahun 1625 yaitu pada
pemerintahan De Carventer yang sebelumnya mengadakan
penelitian dulu dan akhimya sampai pada suatu kesimpulan bahwa
di Indonesia masih ada hukum adat yang hidup. Oleh karena tu,
Carventer memberikan tambahan bahwa hukum itu disesuaikan
sehingga perlu 4 kodifikasi hukum adat.

PENELITIAN TERHADAP CIRI
KHUSUS LINGKUNGAN ADAT

ermor | tahun 1968, MA

Jaspan mencobe unuk mengedakan Kestikasi sk PENELITIAN TERHADAP CIRI KHUSUS
marcuareudvan data e serenjsk tahun 1950,




PENELITIAN HUKUM ADAT DAN
PERJANJIAN ADAT

+ Perjanjian kredit merupakan sustu perjanjian meminjamkan uang dengan atau

tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalian sesual

Kekerabstan dengan fihak yeng merminjamkan uang 1.
. atau jaminan torhadap pirjaman uang, rupa-upanya merupakan
pengarun dar kebiasaan-kebiasaan  kota dari para pendatang,

t
harus dkembatkan dengan barang seiens staupun dengan uang yang sepadan
dengan niai barang yang dipinjamkan.

Penelitian Hukum Adat

* Menimbang kepastian hukum dan adanya dualisme khususnya

dalam agraria

* Diperlukan untuk:

Menunjang perfindungan hak

Adanya uu untuk periindungan masyarakat adat

PENELITIAN HUKUM ADAT DAN
PERJANJIAN PERTANGUNGAN KERABAT

Apskah e sesmcrang acangaung hutang cang e yang ek sangp meknas Putag
ot 7

i varabat ran s 208 s a2

)
RUU Masyarakat Adat dibangun di atas Koridor Pasal 18 B ayat
(2) dan Pasal 28 | ayat (3) UUD 1945




12. HUKUM ADAT DAN PEMBANGUNAN

HUKUM ADAT DAN
PEMBANGUNAN

MAKNA PEMBANGUNAN

PEMBAHASAN

‘CAKUPAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN
DASAR HUKUM ADAT DAN PEMBANGUNAN
ADAT
HAK-HAK MASYARAKAT ADAT
TANTANGAN HUKUM ADAT DAN PEMBANGUNAN

BENTUK PEMBANGUNAN

1 il yang dapat di

PMasyaraat atau pembangunan yang tampak oich mata. Contohrya adalah
jembatan di. Prasarana

gedung, pasar. Dan Prasarama sosia yaiu: gedung sekobahrumahrumah ibadah,

dan Puskesmas

2. Sedangkan pembangunan non fisik adalah fenis pembangunan yang tercipta

cieh dorongan masyarakat secempat dan memiliks fangka wakeu yang hma

contohnya adalah Pembangunan bidang keagamaan. Pembangunan bidang
bar Pembangunan kecerch:

P masyarakat K
keluarga,pembuatan surat kelahiran Dan Pembuatan surat keterangan berdomisik

SDGS

Sebelum pelaksanaan Milennium Development Goals (MDGs) berakhir, pada UN
2010

2015,

012. Kedua hl i men

pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakat

dalam Sidang Umur PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan
bangunan Berkelanjutan (TPB) 3cau Sustainable Development

Kehidupan sosial masyarakat. menjaga kualcas lingkungan hidup serta
inguran yang inkdusif dan terlaksananya taca kelola yang mampu menfaga
peningiatan kualias kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

ASPEK SDGS

TUJUAN SDGS

50Gs mervpakin pemyemgurmain MOGs krena

sl negars s dan berkembang.

i o g sy

fr——— e —— fancroptdan
s <pemert piriemen tlanrapt

g
el o a2 O

17 wjuan SOGs yaiu (1) Tanpa Kemiskinan: 2) Tanga Kelsparan; 3) Kehicupan
Sehat dan Sejahter: (4) Pendidikan Berkualitas: (5) Kesearaan Gender: (6) A

e (14) Bosistem Lauean: 15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadian
dan Kelembagaan yang Tanggoh (17) Kemitraan uncuk Mencapai Tujuan.

CAKUPAN HUKUM ADAT DALAM
PEMBANGUNAN

HAK ULAVAT =
et b s erence

HAK TANAH = Yang Bertas bekar

ol
Nomor | Tavun 2016>




ISI HAK ULAYAT

DASAR HUKUM ADAT DAN
PEMBANGUNAN

Hak Ulayae hu
subyek hak dan tansh / wilsyah tertencu sebagai objek hak. Hak Ulsyat berisisi
ang untude

(uneuk

1) Mengatur u
bary) dan

pemelibaraan anah;
2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antra orang dengan tansh
(memberikan hak tertentu kepada objek tertentu):

3) Menetapkan hubungan hukum antara orang: orang dengan perbuatan-
perbuatan hukum yang berkensan dengan tanah (ual bell warisan).

PASAL 18 8 UUD'45
PASAL 281UUD'45

PASAL 33 (3) LUD'45

PASAL 6 LU 39/1999 TENTANG HAM

U NO. 12 TAHUN 2005 TENTANG RATIFIKASI TERHADAP KIHSIPOL DAN
UUNO 11 TAHUN 2005 TENTANG RATIFIKASI TERHADAP KIHEKOSOB

PASAL S Ketetapan MPR No. X/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelohian
Sumberdaya Alsm
Pusan MK

HUKUM DAN MASYARAKAT ADAT

KONSEKUENSI HUKUM

Pasal 188 UUD NRI 1945
0]
yong.
@

‘Gatur dolom undong-undang.
Pasal 28 1 ayac (3) UUD 1945

Idersios
bangan zoman dan peradabon.

KRITIK

sk

it yang.
ersebu F Budi Hardiman (2006: 62)
biek-

asimetris, dan monologal, sebagaimana cersingkap dalam frasa

Negira
mengaku, Negara menghormati... sepanjang .- sesuai dengan prinsip NKRI
o

besar
mengesahian. melegtimasi cksistenss, sepaning masyaraiat
Graklukban & bawah regulasi negara atau dengan kata ain ‘dijirakdan’

adat mau

Paradigma seperti in tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dan otonomi yang

aca dabam Negara demokrasi.

PASAL 6 UU HAM

(1)Datam rangka penegakan hak asasi manusa, perbedaan dun kebutuhan dalam

masyarakat hukum adat harus diperhackan dan diindung oleh hukurm,
masyarakas, dan Pemerintah.

(2) Mdentitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat

‘Gdindung. selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menegaskan soal governance, atau
) '

Pemisahan antara Pasal 188 ayat (1) dengan Pasal 188 ayat (2),sebenarnya
* bentuk persela

adac “kerajaan” s yang
hidup dan dapat bersifa istimew.
Pasal 281 st 3)leih menempatkannya sebaga penghormatan dan jminan
ehingga korstrula b

fokus pada polick hak asasi manusa.

DASAR HUKUM PEMBANGUNAN DAN
MASYARAKAT ADAT

PASAL 33 AYAT (3) UUD'45.
Bumi dan air dan kekayaan slam yang terkandung & datamnya dkuasai oleh

PASAL 5 KETETAPAN MPR NO. 1X/2001 TENTANG
PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN
SUMBERDAYA ALAM

dengan prisip-prinsip:

Jmengik
Bange aassumberdaya agrariadan sumbercaya ala;




PUTUSAN MK
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melintas, tidak boleh dibatasi melintasi perairan, (2) hak untuk mengelota SDA sesuai
et peraran, B g

budaya dan
ngangan yang

sehat

HAK-HAK MASYRAKAT ADAT

Hak atas wilayah, tanah dan sumber daya alam. k hak ini paling
besar mendapat gugatan dalam  serangkaian konsultasi  penyusunan
Naskah Akademk RUU in.

Hak atas sprituallas dan kebudayasn

Hak atas lingkungan hidup

Hak atas pembangunan

Hak untuk menentukan nasi sendii (se-determination)

Hak untuk mengurus diri sendir (hak ini merupakan impikasi postil dari
masyarakat st sab3ga) 5ok oK)

Hak untuk menjalankan hukum dan peradian adat

HAK-HAK MASYRAKAT ADAT

Hak atas wilayah, tanah dan sumber daya alam. Kelompok hak ini paing
besar, mendapal’ gugatan dalam ‘Seranghaian Konsutasi penyusunan
Naskah Akademik RUU il

Hak atas spiituaitas dan kebudayaan
Hak atas lingkungan hidup.
Hak atas pembangunan
Hak unmk menentukan nasib sendir (sel-determination)

mengus dir sendii (hak ol merupakan impikasi posii dar
Ginye masyara: sia sobogs SObpok ke
Hak untuk menjalankan hukum dan peradian adat

PERTANYAAN DAN DISKUSI

Apa saja pelanggaran hak masyarakat adat terkait pembangunan? Bagaiamana
bentuiknya?

Bagaimana tnjauan krits terhadap RUU MA terkat pembangunan?
yarakat adat dan perusahaan! Diantaranya baru-bary ini
el PT Toba Pulp e

PUTUSAN MK
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HAK-HAK MASYRAKAT ADAT

Hak atas wilayah, tanah dan sumbor daya alam. K hak ini paling
5 stan” Galam. sorangkaian konsuiasi penyusunan
Hak atas sprituallas dan kebudayaan

Hak atas lingkungan hidup

Hak atas pembangunan

Hak untuk menentukan nasib sendei (sef-determination)

Hak untuk mengurus diri sendir (hak ini merupakan impikasi posail dari
diakuinya masyarakat adat sebaga subjok hukum)

Hak untuk menjalankan hukum dan peradian adat

KONTRIBUSI MASYARAKAT ADAT
TERHADAP PEMBANGUNAN

asil suck BRWA® (2019) menunjukan tutupan lshan terbask (husan primer)

tenggara Timur) di mana tak satu pun ada anak yang mengalami stunting dan
i buruk.Padshal angka Kemiskinan di Provinsi Nusa tenggara Timur (NTT).
K- o Kabupaan e Taogh Soan (TTS) =k 29,36 persend
2.76 Persens. Halint
B keberagamsn pangan ysng tngg.
* BRWA = BADAN REGISTRASI WILAYAH ADAT

TANTANGAN MASYARAKAT (HUKUM)
ADAT TERKAIT PEMBANGUNAN

FPIC (FREE PRIOR INFORMED CONCENT) adalah huk masyarakat adat untuk
aeau ik setv
Wisyah adat.
a =
ntaralan percama, danya informasi g Gk s menad teapi foga dsakan

adat.
D e e e g

nwv\pul. e provs g arsd i searsbaas g plsan
Lm‘m s FIC o o ool
.mm e terhaly ST St Y soars Moo o sebam

TANTANGAN MASYARAKAT (HUKUM)
ADAT TERKAIT PEMBANGUNAN

FPAC (FREE PRIOR INFORMED CONCENT) sk st st
e

(epunusan untk seculy vy ik secun) ‘Sebanpapr Pn)yxm s dagat dipenuh.

et

% 24

'
[ Juruh proses yang terad.

pihak marapun. Hak masyarakat adat aas FPIC i acaiah konsekuensi logi dari
Sdanya pena e

KONTRIBUSI MASYARAKAT ADAT
TERHADAP PEMBANGUNAN

Hasil seuck BRWA® (2019) menunpukan tutupan lshan terbask (husan primer)

tenggara Timur) di mana tak satu pun ada anak yang mengalami stunting dan
i buruk. Padshal angka Kemiskinan di Provins Nusa tenggara Timur (NTT).
Khusus- nya Kabupaten Timor Tengah Seluan (TTS) mencapal 29,36 parsend
dan angla w ”

Boti mash memlii keberagaman pangan yang tingg.
BRWA = BADAN REGISTRASI WILAYAH ADAT

TANTANGAN MASYARAKAT (HUKUM)
ADAT TERKAIT PEMBANGUNAN

FPIC (FREE PRIOR INFORMED CONCENT) adalah huk masyarakat adat uncik
aeau ticak setv
o Wisyah adat.
ancara v percama, adana formast yang Gda s mermada teapi s dshan

kedua, masyarakat adat diberikan walc yang cukup uncuk mengaralsis informasi

mengakan
ampat s pross g rsd ki searsbaas g el a
ik mare s o a2 FFC i S bl iiegs & an
e

egin.




13. KEBERADAAN HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT MODERN

* Teori hukum da X Xi
Hookvelt, Buku Sosiologi Masyarakat Sedang
Borkembang)

KEBERADAAN HUKUM ADAT R
DALAM MASYARAKAT MODERN 2 Masyaraka pra modorn

3. Masyarakat modern
PERTEMUAN 13

INDAH AMARITASARI

MASYARAKAT ADAT

Masyarakat adat

Ciri Hukum
dan modern MASYARAKAT MODERN

+ Pendekatan berbasis HAM
+ Pasa 281 ayat(3)
+ UL HAM No. 39 Tahun 1999
- Dokiarasi PBB lentang HokcHak Masyarakat Adst dan
insrumen  HAM intemasionasl lsnnys  (DUHAM,
Kovenan Ekosob, Kovenan Sipol,
Konvensi penghapusan  diskriminasi
dalam NKRI: rasial, Konvensi ILO 169]
Menggabungkan 2 * Pendekatan fungsional

+ Pasal 188 ayat 2)

Keberadaan * Masyarakat berkambang
Hukum Adat + Masyrakat agraris-tradisional ko industry modern
dalam Masyarakat * Masyarakat hukoum yang pluralistik
Modern

Masyarakat adat

+ Pasal 22 ayat (1) dan ayat 2)
- TAP MPR X 2001

+ UUPANo. 5 Tahun 60

+ UUPD No. 3¢ Tahun 2004

+ U PWP dan PPK No. 27 Tahun 2007
+ U PPLH No, 32 Tahun 2000

RUU Masyarakat Adat dibangun di atas Koridor Pasal 18 B ayat (2)
dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945

Pasal 188 N Mas) .. * Komplemen
won  mengekd_dan yara
oyt @) menghormati “kesatuar N Posisi Hukum + Menguatkan geostrategi dan ketahanan nasional
Kesatuan kesatuan masyarakat hukum Kenttas budaya dan
o — sdae” ety hakik P et Adat dalam BEY posisi Hukum Adat dalam Masyarakat Modern
tndisionalnya  sepanang. masi homa
Raut hidvp dansesoal  dengan soons | dengan Masyarakat « Decenio
perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman .
rinsip Negara Kesatuan Republk danperacaten Modemn Komungkinan adanya kol

Indonesia, yang datur  dalam
undang-undang

* Nogara dimana sebagai pemberi sebuah jaminan

[ [ — e e

Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) diharapkan * KASUS RIAU
dapat mengurangi terjadinya sengketa dan lebih banyak
m-mbulnn:l::m untuk masyarakat adat. Karena PENYELESA'AN e
HAK ULAYAT aaaloeal becaumber pada bulam adet séharasmya KONFLIK TANAH {erjadi d Propisi Riaw sousi yang diambi unuk
‘hak-] y? U LAYAT menyelesaikannya dapat diupayakan melalui: a.

dalam prakteknya tidak. Jangan sampai terjadinya
tumpang tindih aturan yang berakibat kaburnya

Musyawarah; b. Mediasi; c.Jalur hukur.

‘masyarakat adat dalam tatanan hukum Indonesia

[ [eeese——

e, Gmanginkan sdsays pesyeiesin s P & ot pergudian,

PROSES
PENYELESAIAN
SENGKETA




14. HUKUM ADAT SEBAGAI PENDAMPING HUKUM NASIONAL

Pengertian Pendamping

HUKUM ADAT SEBAGAI » ongomer
PENDAMPING HUKUM iy —
NASIONAL coan

hukum privat dan publik

Kedudukan Masyarakat Hukum adat
sebagai Subjek Hukum

erintahan Daerch dan UU

> UUNo 5 tahan i Daerch dan
UU No. 5 Tahun 19:
> UUNo

Pertanyaan Perda dan Masyarakat Hukum Adat

> Melhat sejorah yang ada dim
nasional?

Pengaturan Perda
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